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INTISARI

Penelitian ini bertujuan mencari perbandingan
mengenai harga yang tertera di dalam akta jual bell
Peiabat Pembuat Akta Tanah dengan harga Nilai Jual Obyek
Pajak dan harga pasar (harga transaksi sesungguhnya).
Hal tersebut didasari pengertian akta yang jengandung
oentfertian akta autentik yang mempunyai kekuatan nukum
San harga yang tertera di dalam akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah menjadi dasar dalam penghitungan Bea Perole-
han Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan
atas Penghasilan Penjualan Hak Atas Tanah dan Bangunan^

Metode yang digunakan adalah mengunakan penelitian
deskriptif komparatif. Sample dari penelitian ini adalah
menggunakan sample populasi . Populasi penelitian yang
digunakan adalah keseluruhan akta jual beli w^ayah
Kecamatan Pati yang masuk Kantor Pertanahan Kabupaten
Pati bulan Januari - Agustus tahun 2000 dengan harga
jual beli di akta atau harga NJOP di atas Rp. 15 Juta
rupiah. Akta yang masuk dan memenuhi kriteria tersebut

a<la Setelah dilakukan analisis data maka frekuensi
data menurut kategorisasi harga di bawah30 juta rupiah
maka di akta PPAT sejumlah 86 data, NJOP sejumlah 87
data, dan harga pasar sejumlah 17 data Untuk harga
antara 30 juta sampai 60 juta rupiah maka di akta sejum
lah 9 data, NJOP sejumlah 8 data dan harga pasar sejum
lah 62 data. Kemudian harga di atas 60 juta rupiah maka
di akta sejumlah 4 data, NJOP 4 data dan harga pasar 20
data. Data pada harga di akta jual beli dan NJOP terse
but menunjukan harga yang relatif sama pada semua kate-
gori. Kemudian data pada harga di akta jual beli dengan
harga pasar sangat berbeda secara signifikan pada semua
kategori harga. . ,

Deviasi dari harga tanah di akta jual beli terha
dap harga NJOP tidak signifikan perbedaannya. Hal mi
dapat dilihat dari tb (t hitung) sebesar 1,97 dan t
tabel pada taraf nyata 0,05 dan derajat bebas <n-l),
ternyata t hitung lebih kecil daripada t tabel dan
menolak hipotesis HI ; 6 ={= 0 dan menerima hipotesis
Ho • 8 = 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa harga cli
dalam akta jual beli PPAT menggunakan harga NJOP sebagai
patokannya. Deviasi dari harga tanah di akta jual beli
terhadap harga pasar sangat signifikan yaitu diperoleh t



derajat bebas (n-1) didapat t tabel 1,98. Ternyata t
hitung lebih besar dari t tabel dan menenma hipotesis
HI ; 8 *= 0 dan menolak hipotesis Ho .: 8 - 0. beiisin
antara narga pasar dengan harga di akta adalah
Rp 4.743.000.000,00 - Rp. 2.023.621.000,00 -
Rp 2 620 379 000,00. Perbandingan harga keduanya adalah
43'57% Selisih antara PPH yang dihitung menurut harga
pasar dengan pendapatan pajak PPH Faktual (menurut
kenyataan) yang diterima pemerintah Rp. 91.600.UUU -
Rp 24 134 800,00 = Rp. 67.465.200,00. Perbandmgannya
adalah ' 26,35 %. Kemudian selisih BPHTB Yang dihitung
menurut harga pasar dengan pendapatan BPHTB faktual
Rp 91.200.000,00 - RP- 21.726.650,00 -
Rp 69 473.000,00. Perbandingan antara BPHTB faktual
yang diterima pemerintah dengan BPHTB yang dihitung
menggunakan harga pasar adalah 23,82 %.
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BAB I

PENDAHULUAH

A Latar Belakang Penelitian
Tanah merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomi

tinggi yang bersifat unik. Dikatakan unik karena bidang-
bidang tanah mempunyai spesifikasi yang berbeda antara
satu lokasi dengan lokasi yang lain. Menurut I -de
Sandy (1995) tanah dapat dipwdaagsebagai^
1. "Hasil", ^a1^ dlllh^L»r ta^an dijual dan dibeli

Sebagai hasil P^f^f1*^ **!££ dal^m ukuran isidalam ukuran berat <ton. Kg) dan dalam
atau ukuran K3 -^f^SSat Sarfsudut tumbuhan dan

2. "Penghasil , ^lau «*iX -^nghasilkan" sumber daya
tanaman, tanahlan yang • *ilkan pelbagai jenxs
hutan. Tanah juga yang .•~Jh*;jJ™i -penghasil" ini
tanaman lainnya. V*™*™*j£^elainkan jugabukan hanya subur atau txdak sudu, jaenye
ada ukuran lainnya. *xsalnya tut*££ £a terlalu ter-

tidak sesuai dengan lkl^"?»a- _«laksanakan kehidupan.
3. "Tempaf, dl J*"""" ^ft^TSnal, itu diuknrSebagai tempat atau *oanJ < *pa Di sanping itu ouga

dengan ukuran luas<"*•""*£[> 1>anai terSi«pan senna
££ "unblfd^lanbang dan sumber daya air.

Dalam perkembangannya tanah merupakan barang modal
yang mempunyai niiai ekonomi tinggi. Tanah menoadi
komoditas yang menguntungkan untuk dikuasai. Para Pemo-
dal membeli tanah dalam luasan yang beratus-ratus

K.KW.n »da vang sampai ribuan hektar. Kebutuhan
I 1.4. «•



.anusia akan tempat tinggal meningkat seiring dengan
perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Peningkatan jual
beli tanah berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk.
Tanah dalam perkembangannya tidak hanya menjadi ruang
tempat tinggal bagi manusia untuk menjalankan aktivi-
tasnya tetapi juga menjadi suatu benda yang sangat layak
dipertimbangankan sebagai salah satu pilihan portofolio
unggulan yang menguntungkan. Hal ini didukung oleh
kecenderungan nilai tukar rupiah yang semakin lemah dan
tidak stabil terhadap nilai dollar Amerika. Ada kecen
derungan bagi Para pengusaha lebih suka memegang dollar
Amerika daripada rupiah. Alternatif lain untuk investasi
yang cukup aman dalam kondisi krisis sekarang ini adalah
investasi dalam kepemilikan tanah.

Hukum perjanjian mengenal "azas konsensualitas"
yang memberi arti "sepakat" atau "consensus". Berarti
kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk mengadakan
suatu perjanjian jual-beli. Perjanjian tertulis itu atas
kehendak atau kemauan bersama secara bilateral (timbal
balik), yang berbentuk akte jual beli, harus dibuat oleh
dan dihadapan pejabat yang khusus ditunjuk, yakni PPAT.

Meningkatnya jual beli tanah memberi peluang

kesempatan kerja bagi profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). PPAT merupakan pejabat Tata Usaha Negara yang

4- A A o Lr



digaji. PPAT nendapatkan pendapatan dari biaya pelayanan
yang telah diberikan kepada masyarakat berupa pembuatan
akta-akta otentik mengenai tanah seperti akta jual beli,

akta hibah, akta tukar menukar, akta pembagian hak
bersama, akta hak tanggungan dan Iain-lain pekerjaan

yang berhubungan dengan pembuatan surat-surat otentik

mengenai tanah.

Dalam perkembangannya kegiatan jual beli tanah

menjadi obyek pajak. Baik itu bagi pembeli maupun bagi

penjual. Untuk pembeli dikenakan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk penjual dikenakan

Pajak Penghasilan atas penjualan tanah dan bangunan.

Besarnya BPHTB seperti yang diatur dalam UU nomor 21

Tahun 1997 adalah 5 % dengan batas Nilai Obyek Pajak

Tidak Kena Pajak (NOPTKP) Rp. 30.000.000,00. Untuk

transaksi di atas nilai tersebut maka nilai transaksi

dikurangi dengan NOPTKP kemudian dikalikan 5 % hasilnya

adalah pajak terutang yang harus dibayar pembeli. Menu

rut PP No. 48 Tahun 1994 jo PP No. 27 Tahun 1996 tentang

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak

Atas Tanah dan Bangunan, akta jual beli tidak boleh

ditandatangani oleh PPAT apabila pajak terutang ini

belum dibayarkan kepada negara dengan bukti penyerahan

pajak. Untuk Pajak penghasilan penghitungan NOPTKP nya



penjualan tersebut yang harus dibayar penjual kepada

pemerintah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menge

nai otonomi daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang pembagian keuangan pusat dan daerah, BPHTB

akan menjadi tumpuan keuangan daerah. Sebab pembagian

BPHTB adalah 80 % akan diserahkan kepada daerah, dan

20 % bagian dari pemerintah pusat diserahkan kepada

Kabupaten/Kotamadya. Pengelolaan BPHTB secara profesion-

al oleh daerah sangat mutlak diperlukan, sehingga pema-

sukan dari pajak dapat optimal sebagai sumber untuk

pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 BPHTB

dikenakan menurut harga transaksi. Harga transaksi dalam

pengertian adalah harga yang disepakati kedua belah

pihak (penjual dan pembeli). Dalam aplikasinya banyak

terjadi penyimpangan, dicontohkan apabila harga transak

si lebih rendah NJOP atau tidak diketahui maka yang

digunakan adalah NJOP. Pengertian ini memberikan peluang

kepada pihak-pihak untuk menggunakan NJOP sebagai dasar

penghitungan BPHTB dan PPH. Padahal NJOP bukan merupakan

nilai transaksi sebenarnya dan biasanya harga NJOP di

bawah harga pasar.



Berdasar latar belakang tersebut, pada skripsi

ini dilaksanakan penelitian dengan judul : " STUDI
DEVIASI HARGA JUAL BELI TANAH YANG TERTERA DI DALAM
AKTA JUAL BELI PEJABAT PEMBUAT AKTA TAHAH TERHADAP HILAI
JUAL OBYEK PAJAK DAH HARGA PASAR DI KECAMATAN PATI
KABUPATEH PATI PROPIHSI JAMA TEHGAH (Bulan Januari -

Agustus 2000)".

B. Permasalahan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada sub bab

latar belakang bahwa tanah sebagai benda ekonomi yang

menjadi tempat mahkluk hidup untuk melaksakan aktivi-
tasnya. Dalam teori ekonomi suatu benda yang bersifat
terbatas dan dibutuhkan oleh orang banyak akan menjadi

barang ekonomi yang dapat dinilai dengan uang. Nilai
suatu tanah ditentukan oleh faktor-faktor yang mendu-

kungnya, seperti kemudahan akses ke jalan, jarak dengan

pusat kota, fasilitas umum, listrik, air minum, telepon,

keamanan, jalur hijau, dan lain lain.

Munculnya para spekulan tanah diakibatkan oleh

adanya pilihan investasi yang menguntungkan dan aman

dibandingkan sektor-sektor lain. Keadaan ini muncul

karena adanya harapan bahwa hasil yang diperoleh dari
pemanfaatan tanah di masa mendatang lebih baik daripada

. i- _1 _ ^ —. *-. U



yang mengalami perkembangan relatif cepat. Spekulasi

tanah merupakan alternatif yang relatif aman misalnya

dibandingkan dengan deposito atau saham. Investasi tanah

bahkan seringkali mendatangkan "rate on invesment" (ROD

yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan menabung uang

di bank.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan akan tanah,

maka kegiatan jual beli tanah meningkat dengan pesat.

Kegiatan jual beli tanah menjadi obyek pajak yang dibe-

bankan kepada penjual dan pembeli. Untuk pembeli dikena

kan BPHTB dan untuk penjual dikenakan PPH. Untuk melin-

dungi rakyat yang miskin maka ditentukan Nilai Obyek

Pajak Tidak Kena Pajak (NOPTKP) untuk BPHTB dan PPH.

Menurut UU BPHTB pajak yang dikenakan adalah nilai

transaksi. Nilai transaksi merupakan harga yang disepa

kati kedua belah pihak (harga pasar). Tetapi dalam

penerapannya ada yang menggunakan NJOP. Dalam penelitian

ini penyusun berusaha menghitung pemasukan pajak yang

sebenarnya berdasarkan data lapangan yang sudah ada dan

menghitung perbedaannya melalui uji t (Uji Beda).

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diberikan batasan ruang

lingkup masalah supaya pembahasan penelitian ini terfo



kus pada masalah yang dituju. Ruang lingkup permasalahan

dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian dan pembahasan mengenai deviasi dari

harga jual beli yang tertera dalam akta PPAT

dengan NJOP dan harga pasar. Sehingga diketahui

berapa selisih dan perbandingan antara harga di

akta jual beli dengan harga NJOP Kemudian harga di

akta jual beli dengan harga pasar;

2. Akta jual beli PPAT yang diteliti adalah akta

yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

selama 8 bulan terakhir yang berasal dari jual

beli di Wilayah Kecamatan Pati dengan batas harga

di akta dan NJOP sama atu lebih besar dari

Rp. 15.000.000,00;

3. NJOP yang diteliti adalah NJOP tahun terakhir

yang dijadikan lampiran dalam permohonan balik

nama sertipikat tanah;

4. Harga pasar adalah harga transaksi yang terjadi

akibat kekuatan hukum ekonomi / pasar. Harga ini

merupakan harga transaksi yang diperoleh dengan

melalui survei lapangan dengan wawancara

langsung kepada penjual dan pembeli atau

melalui pihak-pihak lain yang dapat diakui kebe-

narannya;



yang tertulis dalam akta jual beli yang telah
ditandatangani penjual, pembeli, saksi serta

PPAT.

D. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut diatas penyusun meru-

muskan masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar beda harga tanah yang tertera di

dalam akta PPAT terhadap harga Nilai Jual Obyek

Pajak?

2. Berapa besar beda harga tanah yang tertera d5

dalam akta PPAT terhadap hargs pasar?

3. Berapa besar perbedaaan pendapatan Pemerintah

naerah dari BPHTB dan PPH yang faktual diterima

terhadap harga pasar?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Besar perbedaan harga jual beli tanah yang tertera

di akta Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap NJOP;

b. Besar Perbedaan harga jual beli tanah yang tertera

didalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap

harga pasar.

c. Besar pemasukan kepada negara atas Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Pengha

silan atas penjualan hak atas tanah dan bangunan



yang seharusnya diperoleh negara.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai

berikut :

a. Menambah wacana terhadap masalah pertanahan;
b. Sebagai bahan kajian ilmu pertanahan;

c. Sebagai kajian ilmu perpajakan;

d. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah
untuk melakukan koordinasi lintas sektoral antara
BPN dan Kantor Pajak untuk melakukan pengawasan
sehinggga penghasilan atas BPHTB dan PPH dapat

ditingkatkan.



BAB V

RESIMPULAH DAN SARAH

A. Kesimpulan
j 4.^ ^on analisis data padaBerdasarkan penyajian data dan anali-i-

^ „4- Hitarik kesimpulan sebagaibab-bab sebelumnya dapat ditariK

berikut.

Hinp =;phaeai acuan di dalam1. PPAT menggunakan harga NJOP sebagai
„«,*. Hal ini dapat dilihataktanya dari pada harga pasar. Hal

pada analisis data mengenai perbandingan antara
harga di akta jual beli dengan NJOP diperoleh tb (t
hitung) sebesar 1,97 dan ttabel pada taraf nyata
0,05 dan derajat bebas (n-1) sebesar 1,98. Ternyata
thitung lebih keoil daripada ttabel. Berarti perbe
daan harga antara harga tanah di akta Jual beli
dengan harga NJOP tidak signifikan. Kemudian antara
harga tanah di akta jual beli dengan harga pasar

, v, * hitung 9 11 Pada taraf nyata 0,05 dengandiperoleh t hitung a,u- v<*

derajat bebas (n-1) didapat nilai t tabel 1,98.
Perbandingan keduanya menunjukkan bahwa t hitung

, - a~ +• tabel berarti terdapat perbe-lebih besar daripada t tabel,

daan yang signifikan. Sehingga dari hasil ini menun
jukkan bahwa harga yang tertera di akta PPAT menggu-
n9^n har^a NJOP.



w a; outs -iual beli dengan2. Selisih antara harga tanah di akta oual
„M ~OQ con oo lebih banyakharga SJOP adalah Re. 363.3.9.580,00

MOP dan perbandingannya adalah 82,05 X. Selisih
harga tanah di akta jual beli dengan harga pasar
adalah Rp. 2.719.379.000,00 dan perbandingannya

42,66 %

3 Selisih pemasukan dari PPH faktual yang diterima
pemerintah dengan PPH yang dihitung menggunakan harga
pasar adalah Rp. 67.465.200,00 dengan perbandingan
26,35 X. Selisih pemasukan antara BPHTB faktual yang
diterima pemerintah dengan BPHTB yang dihitung meng
gunakan harga pasar adalah Rp. 69.473.350,00 dengan
perbandingan 23,82 %.

4 Frekuensi harga di bawah 30 juta menurut akta diban
ding harga HJ0P adalah 99,85 X. Kemudian dibandingkan
dengan harga pasar adalah 506 X. Frekuensi harga
Rp. 30 juta -RP. 60 Juta menurut akta dibandingkan

u „ mnp adalah 112,50 %. Kemudian dibandingdengan harga NjUP aaaian -Li*.,

ka„ dengan harga pasar adalah 15 X. Frekuensi harga
tanah di atas Rp. 60 Juta menurut akta dibandingkan
dengan harga WOP adalah 100 X. Kemudian dibandingkan



B. Saran

1 Perlunya koordinasi antara kantor PBB, Pelayan Pajak,
BPH dan PPAT yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan
bila ada satu sistem administrasi yang baik antara
PBB, Kantor Pajak dan BPH. Sehingga dalam sistem
administrasi pendaftaran tanah, BPHTB dan PPH dapat
melakukan kontrol silang oleh masing-masing instansi.
Hal ini sangat mempermudah pengawasan terhadap PPAT
maupun terhadap para pemohon sertipikat.

2. Pembinaan PPAT oleh BPH lebih intensif. Kelengkapan
berkas permohonan balik nama dari PPAT agar diperha-

tikan.

3. Angka 30 Juta bagi NOPTKP-BPHTB dan 60 Juta bagi
HOPTKP-PPH masih sangat memberatkan masyarakat keoil
terutama di kota-kota besar. Karena harga tanah
eenderung naik sehingga perlu penetapan XOPTKP yang

dapat melindungi masyarakat kecil.
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